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Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dicanangkan sejak 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang 
Perbendaharaan. Kedua peraturan perundangan terse but 
mengamanatkan perubahan yang cukup fundamental dalam proses 
pengelolaan keuangan yang bermuara pada sistem akuntansi yang 
harus diterapkan. Transparansi pengelolaan keuangan negara 
merupakan misi utama yang dimaktub dalam peraturan 
perundangan ini yang harus dilaksanakan oleh pengelolaan 
keuangan baik ditingkat pusat maupun daerah.Transparansi 
pengelolaan keuangan itu sendiri mempunyai makna bahwa seluruh 
penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.Pelaporan 
tersebut direpresentasikan dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah yang disajikan dengan mencakup seluruh aspek keterjadian 
ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan pemerintah daerah 
dan diungkapkan secara memadai (adequate disclosure).Dalam artian 
pencatatan atas transaksi dan penyajian laporan keuangan yang 
dihasilkan tidak semata-rnata dilaksanakan untuk transaksi 
transaksi yang bersifat kas, namun pencatatan dilakukan atas 
seluruh transaksi ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan 
pemerintah daerah (berbasis akrual). 

Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan amanat yang 
termaktub dalam undang-undang tersebut sebagaimana dimuat 
dalam ketentuan peralihan pasal 36 ayat ( 1), bahwa pengakuan dan 
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan 
selambat-lambatnya dalam lima tahun sejak undang-undang 
ditetapkan. Dalam penerapannya, Pemerintah menyadari bahwa 
dengan pola pengelolaan keuangan yang ada, penerapan akuntansi 
berbasis akrual tidak dapat dilaksanakan secara frontal namun 
harus dilaksanakan secara bertahap.Pada tahun 2005 pemeritah 
telah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

I. PENDAHULUAN 

Sistem dan Prosedur Akuntansi PPKD 

Larnpiran I : Peraturan Bupati Muaro Jambi 
Nomor : 64 Tahun 2014 
Tanggal : 31 Desem ber 2014 
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2005. Dalam Peraturan tersebut basis akuntansi yang digunakan 
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah 
menggunakan basis kas menuju akrual. Peraturan ini merupakan 
peraturan transisi dari penerapan akuntansi berbasis kas murni 
menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) 
yang direpresentasikan dalam bentuk laporan Neraca. 

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh 
dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tab.un 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini 
diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Penetapan perundangan 
tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada 
pemerintah daerah didasarkan atas dasar pertimbangan bahwa basis 
akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap 
dibandingkan informasi keuangan dengan menggunakan basis kas 
dengan demikian basis akuntansi ini mampu mengakomodasi dan 
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 
keuangan daerah kuhususnya pada tingkat SKPD. Lampiran ini 
memberikan panduan secara rinci tentang penerapan sistem dan 
prosedur pelaksanaan akuntansi keuangan pemerintah daerah pada 
tingkat PPKD. 

Prosedur Akuntansi Investasi Jangka Panjang 
• Investasi Permanen >50% 

o Pembayaran Investasi Jangka Panjang 
o Pengakuan Laba 
o Penerimaan Dividen 
o Penjualan Investasi Jangka Panjang 

• Investasi Permanen <50°/o 
o Pembayaran lnvestasi Jangka Panjang 
o Pengakuan Laba 
o Penerimaan Dividen 
o Penjualan lnvestasi Jangka Panjang 

• Pengakuan Laba 
a) Deskripsi 
b) Fungsi dan Prosedur Tug as 

• Investasi Daerah 
• Akuntansi PPKD 
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c) Dokumeri yang digunakan 
• Dokumen Pembagian Dividen RUPS 
• Neraca BUMD 

d) Catatan yang digunakan 
• Bukti Memorial 
• Jumal Umum 

Jurnal Umum 
3) Mencata.t Bukti Memorial yang Sah pada 

Menerima salinan Dokumen Pembagian 
Dividen RUPS dari Fungsi Investasi Daerah 

2) Menyusun Analisis transaksi pada Bukti 
Memorial 

1) Menerima Dokumen Pembagian Dividen RUPS 
2) Menggandakan Dokumen Pembagian Dividen 

RUPS dan memberikan salinannya kepada 
Akuntansi PPKD 

i I Investa.si 
\ Daerah 

I I 
2 I Akunta.nsil 1) I PPKD I 

I I 

Prosedur Tugas No I Fungsl 
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Dokumen 
Pembagian 

Dividen RUPS 
_1 

Menggandakan 
Dokumen 

pembagian 
deviden RUPS 

Dokumen 
Pembagian 

Dividen RUPS 

Proses pembuatan 
dokumen 

pembagian 
Oeviden RUPS 

3. Hasil akhir dari proses ini 
adalah Dokumen Pembagian 
Dividen RUPS 2 rangkap 

2. Menggandakan Dokumen 
Pembagian Dividen RUPS 

1. Menerima Dokumen 
Pembagian Dividen RUPS 

Diagram Sisdur Akuntansi Investasi Jangka Panjang 
Uraian ! In·vestasi Daerah 

e) Bagan Alir 
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Transaksl Dokumen Rekening De bet Kredit 
Pemberita RUPS, lnvesta.si Permanen Xxx 
huan Laba Bukti Pendapatan lain-lain Xxx 

Memorial .... LO (PPKD) 
Pemberita RUPS, Be ban lain-lain .... LO Xxx 
huan Rugi Bukti (PPKD) Xxx 

Memorial Investa.si Permanen 

Jumal 
Umum I 

Mencatal bukli 
memorial yang sah 
pada jumal umum 

Bukti Memorial 

Menyusun analisis 
transaksl dan 

membuat Bukti 
Memorial 

--· 

Dokumen 
Pembagian 

Dividen RUPS 

j) Jurnal Standar 

5. Hasil akhir dari proses ini 
adalah Jumal Umum 

4. Mencatat bukti memorial 
yang sah pada Jumal Umum 

3. Hasil dari proses ini adalah 
Bukti Memorial 

2. Menyusun analisis transaksi 
dan membuat Bukti Memorial 

1. Menerima Dokumen 
Pembagian Dividen RUPS dari 
fungsi Investasi Daerah 

Uraian I Akuntansi ------ -1 - 
l1J 

I 
-, ' ' / 

Diagram Sisdur Akuntansi lnvestasi Jangka Panjang 
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1) Mencatat dokumen persetujuan pemberian 
pinjaman dan jadwal pembayaran kedalam 
buku pembantu piutang dan register surat 
persetujuan pinjaman. 

1) Mengajukan surat permohonan peminjaman 
beserta laporan keuangan dan laporan 
operasional kepada BUD 

2) Membuka rekening giro 

Menerima permohonan peminjaman bcserta 
lampirannya (laporan keuangan dan laporan 
operasional debitur dan menganalisa 
kemampuan keuangan Penanggung Hutang 
(Debitw·) 
Membuat Surat Persetujuan Pemberian 
Pinjaman dan menyusun schedule (iadwal) 
pembayaran 

3) Menyusun jadwal penarikan pinjaman 

- - ---------------- 
Prosedur Tugas 

• 

3 
I 

PenanggungT 
Hu tang I 
(ekstemal) I 

I 

Pengelolaan 
Piutang 

I Fungsi 2 

1 I Pengguna 1) 
Anggaran 

I 
I 

2) 

Fungsi 

Prosedur Akuntansi Piutang Daerah 
Proses Pemberian Pinjaman Daerah 

• 
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Jadwal Penarikan 
Pinjaman 

Menyusun Jadwal 
Penarikan Pinjaman 

l Jadwal __:mb,yorao Surat Pemberian 
Pinjaman 

Membuat Surat 
Persetujuan Pemberian 

Pinjaman dan 
Menyusun Schedule 

Pembayaran 

Surat Permot,onan 
Pinjaman 

Laporan 
Keuangan 

Laporan 
Operasional 

Oebitur 

5. Hasil akhir dari proses ini 
adalah J adwal Penarikan 
Pinjaman 

4. Menyusun Jadwal Penarikan 
Pinjaman 

3. Hasil akhir dari proses ini 
adalah Surat Pemberian 
Pinjaman dan Jadwal 
Pembayaran 

2. Membuat Surat Persetujuan 
Pem berian Pinjaman dan 
Menyusun Schedule 
Pembayaran 

1. Menerima permohonan 
peminjaman beserta 
lampirannya (laporan 
keuangan dan laporan 
operasional debitur dan 
menganalisa kemampuan 
keuangan Penanggung 
Hutang (Debitur) 

Diagram Sisdur AkuntansiPiutang Daerah 
------U-ni.ian I Pengguna A._n_g_g_a_ra_n _ 

BaganAlir 
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____________________ ..__ ------- 

R;~~~;er I 
Persetujuan 

Plnjaman / 

BukuPe~=l / 

Piut:J // 

_.,, 

MenJatat Dokumen 
P.ersetujuan 

Pemb'erian Pinjaman 
dan Jadwal 

Pembayaran 

- - _ __.. 

Jadwal Penarikan 
Pinjaman 

Jadwal 
Pembayaran 

Surat Pemberian 
Pin jam an 

3. Hasil akhir dari proses ini 
adalah Buku Pembantu 
Piutang dan Register Surat 
Persetujuan Pinjaman. 

2. Mencatat dokumen 
persetujuan pemberian 
pinjaman dan jadwal 
pembayaran kedalam buku 
pembantu piutang dan 
register surat persetujuan 
pinjaman. 

1. Menerima Surat Pemberian 
Pinjaman, Jadwal 
Pembayaran, dan Jadwal 
Penarikan Pinjaman 

Diagram Sisdur Akuntansi Piutang Daevah 
Uraian 1-- Pengelola._a_n_P_i_u_ta_n_g _ 

'2J 
I 
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~ening 

~ 

Membuka 
Rekening Giro 

Jadwal Penarlkan 
Pinjaman 

Jactwal 
Pembayaran 

Surat Pemberlan 
Plnjaman 

3. Hasil akhir dari proses ini 
Rekening Giro 

2. Membuka Rekening Giro 

1. Menerima Surat Pemberian 
Pinjaman, Jadwal 
Pembayaran, dan Jadwal 
Penarikan Pinjaman 

Penanggung Hutuang 
(Eksternal) 

Uraian 

--------·--- Diagram Sisdur Akuntansi Piutang Daerah 

Surat Permohonan 
Pinjaman 

Laporan 
Keuangan 

Laporan 
Operasional 

Oebitur 

Membuat Surat 
Permohonan 

Plnjaman 

2. Hasil akhir dari proses ini 
adalah Laporan Operasional 
Debitur, Laporan Keuangan, 
dan Surat Permohonan 
Pinjaman 

1. Menerima Surat Pemberian 
Pinjaman, Jadwal 
Pembayaran, dan Jadwal 
Penarikan Pinjaman 

Diagram Sisdur Akuntansi Piutang Daerah 
-------U-r-aian 1·· Penanggung Hutuang 

~ (Eksternal) 
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Dokumen-dokurnen Yang Digunakan 
1. Laporan Keuangan Penanggung Hutang 
2. Laporan Operasional Usaha Penanggung Hutang 
3. Dokumen Persetujuan Pemberian Pinjaman 
4. Schedule (Jadwal) Penerimaan Piutang 
5. Rekening Giro 

Register/ Daftar yang digunakan : 
1. Buku Pembantu Piutang 
2. Register Dokumen Persetujuan Pemberian Pinjaman 
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1. Fenanggung Hutang menyerahkan Surat Permohonan 
Pinjarnan kepada Pengguna Anggaran beserta Laporan 
Keuangan dan Laporan Operasionalnya. 

Diagram 2. Pemberian Pinjaman Daerah 
Penjelasan diagram 

Rtn sin 
Perjanjlan 
Pin'aman at Surat Porj1npan 

Pinianwn dan jadwal 
pembayaran dan 
jadwal penarikan 

Jedwal 
pen111ikan 

Catat kedalam 
Ringkasan 
Perianjilin 
Piljamen 

Ke proses 
TUKO 

Fungsi Pengelola Piutang 

Jed 
Pem 

'-----1----1..iRekoning Glroi-------4--------' 

Carl Proses 
Persiapan 
Pemberian 

__ ,_/.L-_Pinjemen 

Surat 
Perjanjlan 
Pi11iamen 

,,....----.. 
Mulai 

Pengguna Anggaran 

Pemberian Pinjaman 
Peminjam/Penanggung 

Hutang 

Secara diagram proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
dapat cligambarkan sebagaimana diagram berikut ini 

Alur Proses Pemberian Pinjaman Daerah 

• 
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5. Dokumen Persetujuan Pemberian Pinjaman, jadwal 
pembayaran dan jadwal penarikan serta copy nomor rekening 

4. Berdasarkan dokumen persetujuan pemberian pinjaman yang 
telah ditandatangani dan jadwal pembayaran yang diterima 
dari Pengguna Anggaran, Penanggung Hutang membuka 
rekening giro sebagai tempat penampungan dana yang akan 

dikucurkan, copy no rekening giro tersebut disampaikan 
kepada Pengguna Anggaran. 

3. Setelah dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman kemudian 
l 

Pengguna Anggaran membuat dokumen Persetujuan 
Pemberian Pinjaman dan menyusun jadwal penarikan 
pinjaman dan jadwal pembayaran kepada Penanggung Hutang 
untuk ditandatangani (penandatanganan dilakukan oleh 
keduabelah pihak). Dokumen Persetujuan Pemberian 
Pinjaman berfungsi sebagai pemyataan komitmen antara 
kedua belah pihak untuk mematuhi hak dan kewajiban 
masing-masing. Penandatanganan oleh KDH diperlukan 
apabila perjanjian pinjaman adalah dalam lingkup Pemda 
dengan pihak ketiga (bukan antara SKPD dengan pihak ketiga 
sesuai dengan wewenang anggarannya), proses pemberian 
pinjaman dalam lingkup Pemda disiapkan oleh BUD 

2. Pengguna Anggaran menerima berkas-berkas tersebut dari 

Penanggung Hutang dan melakukan analisa kapasitas dan 

kemampuan keuangannya. Analisa tersebut mencakup 

diantaranya analisa likuiditas dan solvabilitas dari Penanggung 

Hutang untuk mengetahui kemampuan pembayaran hutang 

jangka pendek dan jangka panjangnya, serta melakukan 

analisa kemampuan penanggung h u tang dalam mengelola 

kasnya. 
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Fungsi dan Prosedur Togas: 

Proses PSBDT 

2. Penghapusan mutlak adalah penghapusan piutang dengan 
menghapuskan hak tagihnya Penghapusan Secara Mutlak atas 
Piutang Negara/Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan 
ketentuan: 

a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 
penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang 
dimaksud 

b. Penanggung Utang tetap tidak rnempunyai kemampuan 
untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang 
dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang 
berwenang. 

1. Penghapusan sementara atau disebut Piutang Negara 
Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) adalah penghapusan 
piutang dengan tidak menghapuskan hak tagihnya. PSBDT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal 
masih terdapat sisa utang, namun: 

a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk 
menyelesaikannya; dan 

b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi 
mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit 
diselesaikan. 

Penghapusan Piutang 
Penghapusan piutang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

6. Fungsi Pengelolaan Piutang menerima dokumen-dokumen 
tersebut kemudian mencatatnya kedalam ringkasan dokumen 
persetujuan pinjaman dan mengarsipkannya 

kepada Fungsi Pengelolaan Piutang. 

• 

. 
giro Penanggung H utang diserahkan oldh Pengguna Anggaran . 
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• 

• 

• 

No Fungsi I Prosedur Tugas 

1 Pengguna l 1) Meneliti status piutang yang belum dibayar 
Anggaran I 2) Menyusun daftar piutang jatuh tempo yang 

I belum dibayar 

I 3) Mencatat piutang PSBDT kedalam daftar 
PSBDT dan buku pembantu piutang 

2 PPKD I 1) Mengesahkan daftar piutang yang belum 
dibayar 

l 2) Menyerahkan daftar piutang yang belum 
dibayar kepada PUPN 

I 3) Menyusun SK Penghapusan Piutang 
Bersyarat 
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Buku Pembantu 
Piutang Dafter PSBDT 

Mencatat piutang 
PSBDT kedalam 

daftar PSBDT dan 
buku pembantu 

piutang 

Datta, Piutang 
Jatu~ Tempo 

Meneliti stasus piutang 
yang belum dibayar dan 

menyusun Daftar 
Piutang Jatuh Tempo 

Daftar Piutang 
yang belum 

dibayar 

-, 

Proses 
penyusunan 

daftar plutang 
yang belum 

dlbayar 

Diagram Sisdur Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih 
(PSBDT) 

Pengguna Anggaran 

5. Hasil akhir dari proses ini 
adalah Daftar PSBDT dan 
Buku Pembantu Piutang 

4. Mencatat Piutang PSBDT 
kedalam Daftar PSBDT dab 
Buku Pembantu Piutang 

3. Hasil dari proses ini adalah 
Daftar Piutang Jatuh Tempo 
yang belum dibayar 

2. Meneliti status piutang yang 
belum dibayar dan menyusun 
Daftar Piutang Jatuh Tempo 
yang belum dibayar 

1. Menerima Daftar Piutang 
yang belum dibayar 

·----·---- 
Uraian 

• 



.. 
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Daftar Piutang 
Jatuh Tempo 

disahkan 
3. Hasil akhir dari proses ini 

adalah Daftar Piutang Jat~uhl 
Tempo yang belum dibayar 
yang telah disahkan 

---- ·------- 

Mengesahkan 
Daftar Piutang 
Jatuh Tempo 
yang belum 

dibayar 

2. Mengesahkan Daftar Piutang 
Jatuh Tempo yang belum 
dibayar 

Oaftar PSBOT 

Daf?r Piutang 
Jatyh Tempo 

I 
1. Menerima Daftar Piutang 

Jatuh Tempo yang belum 
dibayar dan Daftar PSBDT 

PPKD Uraian 

~~-~---------- -~~---~---------~--~-- Diagram Slsdur Plutang Sementara Belum Dapat Ditaglh 
(PSBDT) 

• 
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Proses 
Pernyataan 
PSBDT dari 

PUPN 

1. Menerima Pernyataan dari 
Pernyataan 

PSBDT 
PUPN tentang PSBDT 

----- 
2. Menyusun SK Penghapusan 

Menyusun SK 
Penghapusan 

Piutang Bersyarat Piutang Bersyarat 

3. Hasil akhir dari proses ini 
adalah SK Penghapusan SK Penghapusan 

Piutang Bersyarat Piutang Bersyarat 

PPKD Uraian 

Diagram Sisdur Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih 
(PSBDT) 
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Diagram 6. Proses PSBDT 

Catat kedalam 
Buku Pembantu 
iutang dan Oafta 

PS BOT 

SK SK ~ Dari KOH 
Penghapusan Penghapusan 

plutang ~------+---------l piutang 
bersyarat 'sa' bersyarat sah' 

SK 
Penghapusan 

piutang 
bersyarat t 

Ke 
KDH, apabila 

lainya diatas 
5M maka 

dlmlntal<an 
persetujuan 

DPRD 

Daftar 
Realisasi 

Pemba aran 

=:C 
Susun SK 

Penghapusan 
plutang 

bersyarat 

Pemyataan 
PS BOT 

Dattar piutang I 
yangbelu~ 

dibayar 
,.a· 

erimaan 
Pemba aran 

Dari PUPN 
sebagal 

pernyataan 
iutang 1ersebut 
adalah piutan 

sementara 
belum dapat 

ditagih 

Daftar 
PSBDT 

I 
Ke 

PUPNuntuk 
dlketota 
sebagai 
plutang 
negara 

Daftar 
PSBDT 

Dari 
proses 

pendapat 
n eaeran 

Pengguna Anggaran PPKD 
Piutang Sementara Belum Oapat Ditagih (PSDBT) 

Secara diagram Proses PSBDT dapat digambarkan sebagaimana 

diagram beriku t ini : 

~,._. ...__ ...... , _ Alur Proses PSBDT • 
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1. Pengguna Anggaran cq Fungsi Pengelolaan Piutang meneliti 
Daftar Penerimaan Pembayaran, Daftar Realisasi Pembayaran 
dan jadwal pembayaran serta daftar PSBDT yang telah dibuat 
pada periode sebelumnya untuk mengetahui jumlah dan umur 
piu tang jatuh tempo yang belum dibayar (over due). 

2. Perhitungan tersebut dituangkan kedalam daftar piutang jatuh 
tempo yang belum dibayar 

3. Daftar piutang jatuh tempo yang belum dibayar tersebut 
kemudian disampaikan kepada PPKD untuk disahkan dan 
diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk 
dikelola sebagai piutang negara dan diarsipkan. Pada 
prinsipnya Piutang Daerah diselesaikan terlebih dahulu oleh 
instansi-instansi Pemerintah Daerah dan badan-badan yang 
umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya 
milik negara. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian tidak 
dimungkinkan lagi, dan Penanggung Utang kepada Daerah 
(untuk selanjutnya disebut Penanggu11g Utang) tetap tidak 
melunasi utang sebagaimana mestinya, maka pengurusan 
piutang tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang 
Negara (PUPN). 

4. Setelah dikelola oleh PUPN secara optimal namun belum dapat 
ditagih, maka PUPN membuat surat pemyataan bahwa 
piutang-piutang tersebut adalah Piutang Negara Sementara 
Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Surat Pernyataan PSBDT 
tersebut diterima oleh PPKD. 

5. Berdasarkan Surat Pernyataan PSBDT tersebut kemudian 
PPKD menyusun SK Penghapusan Bersyarat yang nantinya 
sebagai dasar pencatatan piutang secara ekstra komptabel 
dalam PSBDT. 

6. SK tersebut kemudian disampaikan kepada KDH untuk 
disahkan, namun apabila nilai piutang-piutang tersebut secara 
akumulatif berjumlah diatas 5 miliar rupiah dimintakan 
persetujuan DPRD. 

7. Setelah SK terse but disahkan kemudian BUD menyerahkan SK 
PSBDT tersebut kepada Pengguna Anggaran. 

8. Berdasarkan SK tersebut Pengguna Anggaran cq Fungsi 
Pengelolaan Piutang melakukan pencatatan secara ekstra 
komptabel dengan mengeluarkan jumlah piutang yang belum 

• 

Penj elasan diagram : • 

• 
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No Fungsi Prosedur Tugas 
-·---+----------~------------ 1 Pengguna 

Anggaran 
1) Meneliti status piutang PSBDT yang belum 

dibayar diatas 2 tahun dari daftar PSBDT 
2) Menyusun daftar piutang PSBDT diatas 2 

tahun --~----· _._ _ 
2 PPKD 1) Menyusun SK Pemeriksaan Kondisi 

Keuangan Penganggung Hutang sebagai 
dasar pembuatan SK Audit dan 
menyampaikan kepada KDH untuk disahkan 

2) Menyampaikan SY.. Audit kepada Instansi 
Pemeriksa 

3) Menyampaikan basil pemeriksaan yang 
dilakukan oleh Instansi Pemerik.sa KDH dan 
DJPLN 

4) Menyusun SK Penghapusan Piut.ang Secara 
Mutlak 

Proses Penghapusan Piutang Secara Mutlak 

Fungsi dan Prosedur Tugas: 

' 

dapat ditagih (PSBDT) dari buku pembantu piutang sebesar 
yang tertera dalam SK kedalam daftar PSBDT, kemudian 
daftar-daftar tersebut diarsipkan untuk kemudian digunakan 
dalam proses pelaporan keuangan 
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Pemerintah Kabtipat,rn nu . z ro .;,imbi 

Daftar Piutang 
PSBDT diatas 2 

tahun 

Menyusun daftar 
Piutang PSBDT 
diatas 2 tahun 

3. Hasil a.khir dari proses ini 
adalah Daftar Piu tang PSUDT 
diatas 2 tahun 

Daftar PSBOT 
diatas 2 tahun 1 

-~ 

2. Menyusun daftar Piutang 
PSBDT cliatas 2 tahun 

1. Menerima Daftar PSBDT 
diatas 2 tahun 

·--------- -------+------------------ Pengguna Anggaran 

Proses 
Penyusunan 

Da!tar PSBOT 
diatas 2 tahun 

Uraian 
Diagram Slsdur Penghapusan Piutang Secara Mutlak 



2. Menyusun SK Pemeriksaan ! 
Kondisi Keuangan I 

Menyusun SK 
Pemeriksaan Kondisi 

Penganggung Hutang sebagai Keu.,ngan 

dasar pembuatan SK Audit Penganggung 

dan menyampaikan kepada Hutang 

KDH untuk disahkan l 
~ 

SK Pemeriksaan . 3. Hasil dari proses ini adalah 
Kondisi Keuangan Diserahkan 

Penanggung ke KOH 
SK Pemeriksaan Kondisi Hutang 

. Keuangan Penanggung '~--1 Hu tang .. 
Menyusun SK Audit 

4. Menyusun SK Audit 

1 ~o;,.,,,,., 
SKAu~it ke instansi 

pemeriksa 
5. Hasil akhir dari proses ini ' 

adalah SK Audit ~---- 

i:-eme.rint.ah i,.:.b,,paten ,'1u,iro J,1111bj Hal 22 . 
# 

- - - ----- ...... "Sc+ - ,. --· ... -·· , ..... I 

Daftar Piutang 
PSBDT diatas 2 

tahun 
1. Menerima Daftar Pitang 

PSBDT diatas 2 tahun 

Diagram Slsdur Penghapusan Piutang Secara Mutlak 
-----Uraian I PPKD 

[1) 
I 



Hal 23 
~~~--~~~- --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PemerintaiJ Ka.bupd!:f]!l nua xo Jambi 

SK Penghapusan 
Piutang Secara 

Mutlak . ---~ 

. 
!Menyusun SK 
;Penghapusan 
Piutang Secara 

Mutlak 

Proses 
Pemerikasan 

3. Hasil dari proses ini adalah 
SK Penghapusan Piutang 
Secara Mutlak 

2. Menyusun SK Penghapusan 
Piutang Secara Mutlak 

1. Menerima Hasil Pemeriksaan 
yang dila.kukan oleh Instansi 
Pemeriksa KOH dan DJPLN 

Diagram Sisdur Penghapusan Piutang Secara Mutlak 

__ U_r_a_ian +-1----·- __ P_P_K_D _ 
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Diagram 7. Proses Penghapusan Piutang Mutlak 

SK Pengapusan 
Plutang Socoro _,[Dorl KDH 

'-+------1 Mutlak 'ttd' 

SK Pengapusan 
Plutang Sacara 

Mutlak L
• KDH, apabile 

lei plutang dletes 
5Mmaka 

• dlmlnta.kan 
peraetujuan ke 

OPRD 

Susun SK 
Pengapusan Plutang 

Secara Mutlak 

Oiir1 
Kanwil 
DJPLN 

OaftorPSBDT 
diatas 2 tohun 

Ka KDHdan 
KanwB DJPLN 

'-.[Ka lnstat\Si 
Lf'emariksa 

,,,{Dari KOH 

pomariksaan 
kondisi kemapuan a KDH 

l<euangan 
Ponanggung Hutang ,.,/""-...... 

ns1.n surat pem,ohonan 
pomoriksaan l<ondlsl 
l<emopuan l<euangan 
Per.a1"9gung Hutan{j 

DailarPSBDT 
diatas 2 tahun 

catet delam daftar 
PSBDT <llln susu, 
dartar plutang yang 

dihepuskon 

SK Pengapusanl 
Pli.lar>g Sealra 

Mutlek 'ltd' '4----- r---J 

~ 
Sortirumur I 

PSBDT dle;-J• 2 tahun 

DaftarPSBOT 
L- dilllas 2 tah1.n / 

PPKD Pengguna Anggaran 
Penghapusan Piutang Mutlak 

Secara diagram Proses Penghapusan piutang secara mutlak dapat 
digambarkan sebagaimana diagram berikut ini.: 

- .... """"' ..... _._.. ----- Alur Proses Penghapusan Piutang Secara Mutlak 
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1. Pengguna Anggaran meneliti daftar PSBDT untuk mengetahui 
umur PSBDT diatas 2 tahun kemudian menyusun daftar 
PSBDT diatas 2 tahun yang kemudian diserahkan kepada 
PPKD. 

2. Berdasarkan daftar tersebut kemudian PPKD menyusun SK 
Pemeriksaan Kondisi Kemampuan Keuangan Penganggung 
Hutang (audit likuidasi), SK tersebut kemudian diserahkan 
kepada KDH untuk disahkan. 

3. SK yang telah disahkan tersebut kemudian diserahkan kepada 
Instansi Pemeriksa ekstemal (BPK atau akuntan publik) 
sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan kepada Penganggung 
Hutang dan satu rangkap lainnya diarsipkan 

4. Setelah melaksanakan pemeriksaan kemudian Instansi 
Pemeriksa menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada BUD, 
kemudian PPKD menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut 
beserta daftar PSBDT diatas 2 tahun kepada Kanwil Dirjen 
Piutang can Lelang Negara (DJPLN) untuk dimintakan 
pertimbangannya. 

5. Setelah menerima Surat Pertimbangan dari Kanwil DJPLN, 
kemudian BUD menyusun SK Penghapusan Piutang Secara 
Mutlak yang kemudian disampaikan kepada KDH yang 
dilampiri dengan daftar PSBDT diatas 2 tahun untuk 
disahkan. Apabila jumlah akumulatif dari daftar PSBDT diatas 
2 tahun tersebut diatas 5 miliar rupiah maka dimintakan 
persetuj uan dari D PRD 

6. SK penghapusan mutlak yang telah disahkan kemudian 
diterima oleh BUD dan oleh PPKD diserahkan kepada 
Pengguna Anggaran. 

7. Berdasarkan SK tersebut Pengguna Anggaran cq Fungsi 
Pengelolaan Piutang menghapus PSBDT dari dalam daftar dan 
mencatatnya kedalam daftar piutang yang dihapuskan, 
kemudian Fungsi Pengelolaan Piutang mengarsipkan daftar 
daftar tersebut untuk nantinya diproses dalam proses 
pelaporan keuangan 

Penjelasan diagram : 

• 



Menerima Lembar 2 STS dari Bendahara 
Penerimaan untuk dibandingkan dengan 
penelitian/ pendataan/ penetapan berikutnya 

Menerima Nota Kredit dari Bank terkait 
penerimaan dari Pihak ketiga atau dari 
pemerintah yang lebih tinggi mengenai 

I 
transfer pendapatan : 
Menerbitkan STS 3 rangkap atas Nota Kredit 
di atas, 
Mencatat penerimaan pada Buku Kas 
penerimaan dan Penyetoran 
Mencatat penyetoran Bank pada Buku Kas 
Bank 

Prosedur Tugas Nol Fungsi 

1 Bendahara 1) 
Penerimaan 
PPKD 

2) 

3) 

4) 

2 Rekonsiliator 1) 
Kas Daerah 

Penerimaan Pendapatan PPKD ke Kas Daerah 
a) Deskripsi 

Penerimaari ~endapatan PPKD ke Kas Daerah merupakan 
penerimaari pendapatan-pendapatari yang dikelola oleh 
PPKD baik yang diterima melalui trsnf er langsung ke Kas 
Daerah maupuri melalui dokumen Setoran ke Kas Daerah. 

b) Funqsi dan Prosedur Tugas 
• Bendahara Penerimaan PPKD 
• Akuntansi PPKD 

c) Dokumeri yang digunakan 
• ~ urat Tanda Setoran 
• Bukti Setoran Bank 

d) Catatan yang digunakan 
• Register STS 
• Buku Kas Penerimaan dan Penyetoran 
• Jumal Setoran ke Kas Daerah 

e) Prosedur 

Prosedur Akuntansi Kas SKFKD 

Hal 26 



Hal 27 l'emei:intaJJ Kar.up<1t:e:1 nuaxo Jambl 

~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~ 
1) Menerima lembar 3 STS dari Fungsi 

Bendahara Penerimaan 
2) Menyusun Analisis Jurnal Penerimaan pada 

Bukti Analisis Transaksi Penerimaan 
3) Mencatat Analisis Transaksi Penerimaan pada 

J umal Seto ran ke Kas Daerah 

3 I Akuntansi 
I PPKD 

I 



Buku kas 
Bank 
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Bukti setoran 
bank 

Buku kas I L_p_e_ne_r_im-aa_n- 

l 

Buku kas 

Mencatat 
Penyetoran Bank 

Mencatat 
Penerimaan 

Menerbitkan STS 

Nota Kredit 

Proses 
Pembuatan 
Nota Kredit 

7. Hasil akhir dari 
proses ini 
adalah Bukti 
Setoran Bank 
danBuku Kas 
Bank 

6. Mencatat 
Penyetoran 
Bank 

5. Hasil dari 
proses ini 
adalah Buku 
Kas Penyetoran 
danBuku Kas 
Penerimaan 

4. Mencatat 
Penerimaan 

3. Hasil dari 
proses ini 
adalah STS 3 
rangkap 

2. Menerbitkan 
STS 

1. Menerima Nota 
Kredit 

Bendahara Penerimaan PPKD 
Diagram Sisdur Penerimaan Pendapatan PPKD ke Kas Daerah 

Uraian 

f) Bagan Alir 
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2. Menyusun Analisis 
JurnalPenerimaan 

Menyusun Analisis 
Jurnal 

Penerimaan 

3. Hasil dari proses ini 
Jumal adalah J urnal Penerimaan 

Penerimaan 

Mencatat Analisis 

4. Mencatat Analisis Transaksl 

transaksipenerimaan 
~enerimaan 

Jurnal 5. Hasil akhir dari proses Setoran Ke 
ini adalah Jurnal Kas Daerah 

Setoran ke Kas Daerah 

1. Menerima STS lembar 3 
dari Bendahara 
Penerimaan PPKD 

Akuntansi Uraian 
Diagram Sisdur Penerimaan Pendapatan PPKD ke Kas Daerah 

1. Menerima STS lembar 2 dari 
Bendahara Penerimaan 
untuk dibandingkan dengan 
penelitian/pendataan/peneta 
pan berikutnya 

STS 

Diagram Sisdur Penerlmaan Pendapatan PPKD ke Kas Daerah 
Uralan Rekonsiliator Kasda 
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P~mt~rin t.!l.'! Kctbu1~.i ten ,'Jtkl ro JiJ111h i 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Perubahan SAL 
Penerimaan Pinjaman 

Kas Daerah 
Utang .... 

STS, Bukti 
Seto ran 
Bank 

Penerimaan 
Pinjaman 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Dana 
Perubahan SAL 

Penggunaan 
Cadangan 

STS, Bukti Kas Daerah 
Setoran Dana Cadangan 
Bank 

Penggunaan 
Dana 
Cadangan 

Xxx 

Xxx 

Xxx 
Dividen 

Perubahan SAL 
Pend a pa tan 

LRA 

STS, Bukti Kas Daerah ; Xxx 
Setoran Pendapatan Dividen LO 
Bank 

Penerimaan 
Pendapatan 
Dividen 
untuk 
Saham < 
50% dan 
tidak 
memiliki 
kontrol 
pen uh 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Div id en 
Perubahan SAL 

Pendapatan 
LRA 

STS, Bukti Kas Daerah 
Setoran Investasi Permanen .... 
Bank 

Penerlmaan 
Pendapatan 
Dividen 
untuk 
Saham > 
50% a tau 
>30% tetapi 
memiliki 
kontrol 
pen uh 

Xxx 

Xxx 
Kas Daerah Xxx 

Pendapatan luar biasa 
.... LO (PPKD) 
Perubahan SAL Xxx 

Koreksi Kesalahan 
Pembukuan Tahun Lalu 
(PPKD) 

.... LRA 
Perubahan SAL 

Pendapatan 
(PPKD) 

Pengembalia STS, Bukti 
n Belanja Seto .. .an 
Tahun Lalu Bank 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 
.... LO 

Kas Daerah 
Pendapatan 

(PPKD) 

STS, Bukti 
Seto ran 
Bank 

Penerimaan 
Pendapatan 
PPKD via 
Kas Daerah 

Deb et Rekening Dokumen Kredit Transaksi 

g) Jumal Stander 
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Penerimaan Setoran Bendahara Penerimaan dan 
Pengembalian UP/TU atau pengembalian belanja tahun 
berjalan dariBendahara Pengeluaran ke Kas Daerah 

a) Deskripsi 
Merupakari proses mencatat Penerimaan Setoran dari 
Bendahara Penerimaan berupa pendapatan SKPD, dan 
pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) tahun lalu atau 
pengembalian Uang Persediaari (UP) maupun 
pengembalian kelebihan Tambahan Uang Persediaan (TLJ 
pada Tahuri Anggaran berjalan, dimana hal ini 
merupakan perpindahan kas dari SKPD ke Kas Daerah 
Selain itu untuk mencatat pengembalian Belanja yang 
terjadi pada Tahun Anggaran berjalan. 

b) Funqsi dan Prosedur Tugas 
• RekonsiliatorKas Daerah 
• Akuntansi PPKD 

Transaksi Dokumen Rekening De bet Kredit 
Pengembalia STS, Bukti Kas Daerah Xxx 
n Piutang Seto ran Piutang .... Xxx 

Bank 
Perubahan SAL Xxx 

Penerimaan Xxx 
Pengembalian Piutang 

Penjualan STS, Bukti Kas Daerah Xxx 
Aset Te tap Seto ran Defisit Penjualan Aset Non Xxx 
yang Bank Lancar ... LO Xxx 
Dipisahkan Investasi .... Xxx 

Surplus Penjualruq. Aset 
Non Lancar ... LO : Xxx 

! Xxx 
Perubahan SAL 

Hasil Penjualan A set 
yang dipisahkan 
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c) Dok:umen yang diqunakan 
• STS 
• Bukti Setoran Bank 

d) Catatan yang digunakan 
• Buku Kas Umum BUD 
• Buku Bank 
• Jurnal Penerimaan Kas BUD 

e) Bagan Alir 

menganalisas 
pada Jurnal 

2) Mencatat salinan STS dan 
Transaksi serta mencatat 
Penerimaan Konsolidator 

Akuntansi 
PPKD 

1) Menerima salinan STS dari fungsi Rekonsiliator 
Kas Daerah 

2 

1) Menerima salinan STS dari Bendahara 
Penerimaan SKPD a tau Bendahara 
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 
Pembantu SKPD, yang masing-masing 
dilampiri Bukti Setoran Bank 

2) Mencatat STS pada Buku Kas Umum dan 
Buku Bank 

3) Menyerahkan salinan STS kepada Akuntansi 
PPKD 

1 Rekonsiliato 
r Kas 
Daerah 

Prosedur Tugas No Fungsi 
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Buku Bank 

Mencatat STS 
2. Mencatat STS 

Buku Kas Umum 

Bukti Setoran 
Bank 

STS 

1. Menerima STS dari 
Bendahara Penerimaan 
SKPD yang dilampiri 
dengan Bukti Setoran 
Bank 

Proses 
Penerbitan 

STS 

Rekonsiliator Kasda Uraian 

3. Hasil akhir dari proses 
ini adalah Buku Kas 

Umum dan Buku Bank J_ __ · ...... _- __ / __ ----- __ ---_-_--_--_·,.,,,.---- _ 

Diagram Sisdur Penerimaan Setoran Bendahara Penerimaan 
dan Pengembalian UP /TU a tau Pangembalian Belanja Tahun 

Berjalan dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah 
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Pengeluaran Kas Daerah atas belanja SICPD atau Pengembalian 
Pendapatan SKPD 

a) Deskripsi 
Merupakan penaiausahaan. Kas urituk: mencatat 
pengeluaran atas belanja atau pengembalian pendapatan 
daerah karena terjadi kelebihan setoran dari Wajib Bayar. 

Transaksi Dokumen Rekenin,z: De bet Kredit 
Penyetoran Kas di STS, Bukti Kas di Kas Daerah Xxx 
Bendahara Seto ran RK SKPD Xxx 
Penerlmaan ke Bank 
Kas Daerah 
Penyetoran Kas STS, Bukti Kas di Kas Daerah Xxx 
pengembalian Seto ran RKSKPD Xxx 
belanja tahun Bank 
berjalan dari 
Bendahara 
Pengeluaran ke 
Kas Daerah 

f) Jurnal Standar 

2. Mencatat STS dan Mencatat STS dan 

menganalisa transaksi 
menganalisa 

transaksi 

3. Hasil akhir dari proses 
ini adalah Jurnal Jumal 
Penerimaan Penerimaan 

Konsolidator ~onsolidator 

STS 1. Menerima STS dari 
Konsolidator Kasda 

Rekonsiliator Kasda Uraian 

Diagram Sisdur Penerimaan Setoran Bendahara Penerimaan 
dan Pengembalian UP /TU a tau Pengembalian Belanja Tahun 

Berjalan dari Bendahara Pengeluarau ke Kas Daerah 



Hal 35 Peme1-inta.h Kabupa ten 1'Waro Jambi 

c) Dokumeri yang digunakan 
• SP2D 
• Daftar Penguji 
• Nota Debet Bank 

1) Menerima salinan SP2D Sah dari 
Perbendaharaan 

2) Menerima Nota Debet dari Bank 
3) Mencatat Nota Debet atas SP2D yang Sah 

pada Buku kas Umum BUD dan Buku Bank I 4) Menyerahkan salian Nota Debet kepada --L Akuntansi PPKD -3--t-Ak_u_n-tansi __ l_) _M_e_n_e-rim_a __ s_a_U_n_a_n __ S_P_2_D __ S_ah d_an_· · 

PPKD Perbendaharaan 
2) Menerima salinan Nota Debet Bank dari 

Fungsi Rekonsiliator Kas Daerah 
3) Menganalisa transaksi dan mencatat pada 

Jurnal Pengeluaran Konsolidator 

Rekonsiliator 
Kas Daerah 

2 

Prosedur Tugas 

1 Perbendahara 
an 

No Fungsi 

1) Menerima SPM dari J?PK-SKPD atau SPK-KP 
dari Bendahara Pengeluaran 

2) Jika SPM ditolak, maka pada SPM diberikan 
Status "Ditolak", SPM Asli diarsip dan salinan 
SPM diarsip 

3) Menerbitkan SP2D untuk SPM yang diterima 
4) Mencatat SP2D yang sudah Sah pada 

Register SP2D 
5) Menerbitkan Daftar Penguji untuk SP2D yang 

dikeluarkan secara harian 
6) Menyerahkan SP2D yang Sah kepada yang 

berhak menerima (Bendahara Pengeluaran 
atau Pihak ketiga) untuk dicairkan ke B2Ilk 

7) Menyerahkan salinan SP2D Sah kepada 
Akuntansi PPKD dan Fungsi Rekonsiliator 
Kas Daerah 

b) Fungsi dan Prosedur Tuqas 
• Perbendaharaan 
• Rekonsiliator Kas Daerah 
• Akuntansi PPKD 
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-- 
Daftar Penguji 

Menerbttkan 
Daftar Penguji 

Meroglster SP2D 

.----, 

Diserahkan 
ke pihak 
ketiga SP20 

Menerbitkan 
SP2D 

SPM 

Proses 
Penerbitan 

SPM 

Uraian 

1. Menerima SPM 
dari PPK-SKPD 
atau SPK-KP dari 
Bendahara 
Pengeluaran 

2. Jika SPM ditolak, 
maka pada SPM 
diberikan Status 
"Ditolak", SPM 
Asli diarsip dan 
salinan SPM 
diarsip 

3. Menerbitkan 
SP2D 

4. Hasil dari proses 
ini adalah SP2D 

5. Meregister SP2D 

6. Hasil dari proses 
ini adalah 
Register SP2D 

7. Menerbitkan 
Daftar Penguji 

8. Hasil akhir dari 
proses ini adalah 
Daftar Penguji 

~~~~~~~~- -·~~~~~~·~~~~~~~~ 
Diagram Sisdur Pengeluaran Kas Daerah atas Belanja SKPD 

atau Pengembalian Pendapatan SKPD ~~~--~~~~~- 
Perbendaharaan 

d) Catatan yang digunakan 
• Register SP2D 
• Buku Kas Umum BUD 
• Buku Bank 
• Jurnal Pengeluaran Konsolidator 

e) Bagan Alir 
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1. Menerima SP2D dan 
Nota Debet SP20 Nota Oebet 

2. Menganalisa transaksi 
dan mencatat pada Menganaliea 

tra nsa ksi da n 
jurnal mencatat pada 

Jumal 

3. Hasil akhir dari proses Jumal I Pengeluaran 
ini adalah Jurnal Konsolidator 

Pengeluaran 
Konsolidator 

Konsolidator Kasda Uraian 

Diagram Sisdur Pengeluaran Kas Daerah atas Belanja SKPD 
atau Pengembalian Pendapatan SKPD 

3 

Buku Bank Buku Kas Umum 

Mencatat Nota 
Oebet atas SP20 

yang sah 

Nola Oebet SP2D 

Proses 
Pencalran 

SP20 

Konsolidator Kasda 

3. Hasil akhir dari proses 
ini adalah Buku Kas 
Umum dan Buku Bank 

2. Mencatat Nota De bet 
atas SP2D yang sah 

1. Menerima SP2D dan 
Nota Debet 

------- Uraian 

Diagram Sisdur Pengeluaran Kas Daerah atas Belanja SKPD 
atau Pengembalian Pendapatan SKPD =r= 

• 



Xxx 

Xxx 

Xxx 
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Koreksi atas 
Tahun Lalu 

Pendapatan 
.... LRA 

Luar Xxx Be ban 
Biasa ... LO 

Pendapatan 
LO 

SAL 

SP2D, Nota 
Debet Bank, 
Daftar 
Pengembalia 
n Pend th 
lalu, Bukti 
Memorial 

Penyesuaian 
Pengembalian 
Pendapatan 
PPKD tahun 
Lalu 

Pendapatan ... LRA 
Perubahan SAL 

Xxx 

Pendapatan ... LO 
Kas di Kas 
Daerah 

Pengeluaran 
untuk 
Pengembatian 
Pendax,atan 
PPKD tahun 
Lalu 

Xxx 
Xxx SP2D, Nota 

DebetBank 

Xxx Pendapatan .... LRA 
Perubahan SAL 

Xxx 

Pengeluaran 
untuk 
Pengembalian 
Pendapatan 
PPKD tahun 
berjalan 

Xxx 
Xxx SP2D, Nota Pendapatan ... LO 

De bet Bank Kas di Kas 
Daerah 

Xxx 

Xxx 

Belanja .. PPKD. 
Perubahan SAL 

Xxx Daerah 

Kas 
Xxx Pengeluaran SP2D, Nota Beban .. PPKD. 

Kas Belanja Debet Bank Kas di 
PPKD di Kas Daerah l 

j 

Xxx 

Transaksl Dokumen Rekenlng Kr edit Debet 

g) Jumal Standar untuk Pengeluaran SP2D dari PPKD 

Transaksi Dokumen Rekening Deb et Kredit 
Pengeluaran SP2D, Nota RK SKPD ... Xxx 
Kas di Kas Debet Bank Kas di Kas Xxx 
Daerah ke Daerah 
Bendahara 
Pengeluaran 

Pengeluaran SP2D, Nota RK SKPD ... Xxx 
untuk DebetBank Kas di Kas Xxx 
Pengembalian Daerah 
Pendapatan 
SKPD 

j) Jumal Standar untuk Pengeluaran SP2D dari SKPD 
• 

• 
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b) Fungsi dan Prosedur Togas 
• PPKD 
• Rekonsiliator Kas Daerah 
• Akuntansi PPKD 

Merupakan proses mencata.t transa.ksi perpindahan antar 
Rekening Kas Daerah dimana daerah dapat memiliki lebih dari 
satu Rekening Kas Daerah baik Rekening Giro maupun Rekening 
Deposito. 

Transfer antar rekening Kas Daerah 
a) Deskripsi (Rekening Giro, Deposito) 

Transaksi Dokumen Rekening Deb et Kr edit 
Pengeluaran SP2D, Nota. Dana Cadangan Xxx 
Pembiayaan Debet Bank Kas di Kas Xxx 
Dana Cadangan Daerah (giro) . 

i 
Perubahan SAD .... Xxx . 

Pembentukan 
Dana Cadangan Xxx 

Pengeluaran SP2D, Nota. Investasi.. Xxx 
Pembiayaan Debet Bank Kas di Kas Xxx 
Penyertaan Daerah (giro) 
Modal 

Perubahan SAL .... Xxx 
Penyerta.an Modal 

Xxx 
Pengeluaran SP2D, Nota Utang .. Xxx 
Pembiayaan DebetBank Kas di Kas Xxx 
Pembayaran Daerah (giro) 
Pokok Hutang 

Perubahan SAL .... Xxx 
Pembayaran 
Pokok Hutang Xxx 

Pengeluaran SP2D, Nota Piutang Xxx 
Pembiayaan DebetBank Kas di Kas Xxx 
Pemberian Daerah (giro) 
Pinjaman/ Pi utan Perubahan SAL .... 
g Pemberian Xxx 

Piutang Xxx 

• 
' 
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c) Doku.men yang digunakan 
• SP2D 
• Daftar Penguji 
• Nota Debet Bank 

d) Catatan yang digunakan 
• Buku Kas Umum BUD 
• Buku Bank 
• Jurnal Transfer Bank Konsolidator 

1) Menerima salian Nata Kredit dan Slip Setoran 
dari fungsi Rekonsiliator Kas Daerah 

2) Menerima salinan Nota Debet Bank dari Fungsi 
Rekonsiliatar Kas Daerah 

3) Menganalisa transaksi dan mencatat pada 
Jurnal Pengeluaran Konsolidator 

Akuntansi 
PPKD 

3 

1) Menerima Slip Tranfer Bank dari PPKD 
2) Menerima Nota Kredit dari Bank pada Rekening 

Penerima 
3) Mencatat Slip Transfer dan Nata Kredit pada 

Buku kas Umum BUD dan Buku Bank 
4) Menyerahkan salian Nata Kredit dan Slip 

Setoran kepada Akuntansi PPKD 

Rekansiliata 
r Kas 
Daerah 

2 

1) Atas Persetujuan Kepala Daerah membuat 
Bukti Perintah Transfer Antar Rekening Kas 
Daerah ke Bank yang ditunjuk 

2) Menyerahkan Slip Tranfer dari Bank ke Fungsi 
Rekonsiliator Kas Daerah 

Prosedur Tugas 

1 PPKD 

No Fungsi 

' 
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Transaksi Dokume Rekening De bet KTedit 
n 

Transfer Slip Kas di Kas Daerah rekening Xxx 
an tar Transfer Giro ... Xxx 
rekening Bank Kas di Kas Daerah 
Kas Rekening Giro ... 
Daerah 
(Giro) 
Transfer Slip Kas di Kas Daerah Rekening Xxx 
an tar Transfer Deposito .. Xxx 
rekening Bank Kas di Kas Daerah 
Kas Rekening Giro ... 
Daerah 
ke 
(Deposito 
Non 
Cadangan) 

Slip Setoran 

Buat Bukti 
Perintah Transfer 

SP2D 

Proses 
Penyusunan 

SP2D 

b. Jumal Standar 

3. Hasil akhir dari proses 
ini adalah J urnal 
Pengeluaran 
Konsolidator 

2. Menganalisa transaksi 
dan mencatat pada 
jurnal 

1. Menerima SP2D dan 
Nota Debet 

. u_ra_ian -----L PPKD 

I 

Diagram Slsdur Transfer Antar Rekenlng Kas Daerah 

e) Bagan Alir 

' 
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c) Dokumen yang digunakan 
• APBD Perubahan 
• Bukti Memorial 

d) Catatan yang digunakan 
• J urn al memorial 

1) Menerima APBD Perubahan 
I 

2) Menganalisa Transaksi Penggunaan SAL 
f 

tahun lalu dan menerbitkan Bukti Memorial 
3) Mencatat Bukti Memorial yang Sah pada 

Jurnal Umum 

I 
I 
I 

1 

No Prosedur Tugas 

Akuntansi 
PPKD 

Fungsi 

Prosedur Realisasi Penggunaan SILPA 
a) Deskripsi 

Merupakan pencatatan yang diakibatkan karena 
perlakuan atas penggunaan SILPA tahun lalu dimana 
transaksi ini meru pakan transaksi realisasi APBD tetapi 
tidak mengakibatkan penambahan Kas Daerah maupun 
pengurangan Kas Daerah. 

b) Funqsi dan Prosedur Tug as 
• Akuntansi PPKD 
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I 

Jurnal 
Umum 

Mencatat Buktl 
Memorial yang Sah pada 

Jurnal Umum 

Bukti Memorial 
4. Mencatat Bukti 

Memorial yang sah pada 
Jurnal Umum 

Menganalisa Transaksi 
Penggunaan SAL tahun 
lalu dan mererbltkan 

Buktl Memorlal 
3. Hasil dari proses ini 

adalah Bukti Memorial 

APBD 
Peru bah an 

2. Menganalisa transaksi 
Penggunaan SAL tahun 
lalu dan Menerbitkan 
Bukti Memorial 

5. Hasil akhir dari proses 
ini adalah .Jurnal Umum 

1. Menerima APBD 
Perubahan 

Proses 
Penyusunan 
Perubahan 

APBD 

Uraian I Akuntansi PPKD 
Realisasi Penggunaan SILl>A 

e) Bagan Alir 

• 
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c) Dokumen yang digunakan 
• LRA 

d) Catatan yang digunakan 
• Jumal Umum 
• Buku Besar 

No Fungsi T Prosedur Tuga1. 

1 Akuntansi PPKD I 1) Menganalisa dan membuat Bukti 
Memorial 

I 2) Mencatat Bukti Memorial pada Jurnal 
I Umum dan Buku Besar 

Prosedur Penutupan dan Pelaporan Akuntansi PPKD 
a) Deskripsi 

Merupakan proses pencatatan untuk menutup Rekening 
Realisasi APBD di PPKD dan Rekening Laporan 
Operasional di PPKD menjadi Rekening Neraca PPKD 
pada akhir Tahun Anggaran. 

b) Fungsi dan Prosedur Tuqas 
• Akuntansi PPKD 

Transaksi Dokume Rekening De bet Kred.i 
n t 

Realisasi Bukti Penggunaan Silpa Tahun Lalu Xxx 
Pengguna Memorial Perubahan SAL Xxx 
an Silpa 
Tahun 
Lalu 

j) Jumal Standar 
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Buku 
Beasar I 

LRA 
2. Menganalisa transaksi 

dan Membuat Bukti 
Memorial 

Menganalisa 
transaksi dan 

membuat Bukti 
3. Hasil dari proses ini Memorial 

adalah Bukti Memorial 

Bukti Memorial 

4. Mencatat Bukti 
Memorial yang sah 

I 

Proses pencatatan 
5. Hasil akhir dari proses Bukti Memorial 

ini adalah Jurnal Umum 
dan Buku Besar 

Proses 
Penyusunan 

Laporan Realisasi 
Anggaran 1. Menerima LRA 

Penutupan dan Pelaporan Akuntansi PPKD 
-----U-ra-ia-n--'· I Akuntansl PPKD 

I 

I 

e) Bagan Alir 
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Transaksl Dokumen Rekenin« Deb et Kr edit 
Penutup Bukti Pendapatan Xxx 
Pendapatan Memorial Ekuitas/Surplus Defisit LO Xxx 
LO 

Penutup Bukti Ekuitas/ Surplus Defisit LO Xxx 
Beban LO Memorial Belanja Xxx 

• Penutupan LO 

Transaksi Dokumen Rekenina'. Deb et Kredit 
Penutup RK Bukti Ekuitas Xxx 
SKPD Memorial RK SKPD Xxx 

• Penutupan RK SKPD 

Transaksi Dokume Rekening De bet Kredit 
n 

Penutup Bukti Perubahan SAL Xxx 
Perubahan Memorial SILPA Xxx 
SAL SALAwal Xxx 

• Penutupan SAL 

Transaksi Dokume Rekening De bet Kredit 
n 

Penutupan Bukti Pendapatan LRA Xxx 
Pendapatan Memorial Penerimaan Pembiayaan Xxx 
dan SILPA Xxx 
Penerimaan 
Pembiayaan 

Penutupan Bukti SILPA Xxx 
Belanja dan Memorial Belanja . Xxx I 
Pengeluaran Pengeluaran Pem biayaan Xxx 
Pembiayaan 

j) Jurnal Standar 
• Penutupan LRA 
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c) Dokumen yang digunakan 
• Neraca 

d) Catatan yang digunakan 
• Jurnal Umum 

Akuntansi SKPD --1--------- 

pada Jurnal 

-1 

h Prosedur Tugas 

1) Menerima Neraca 
· 2) Membuat Bukti Memorial 

I 3) Mencatat Bukti Memorial 
_ Umum 

Fungsi No 
1 

a) Deskripsi 
Prosedur pembalik merupakan prosedur untuk menjaga 
konsistensi atas kebijakan akuntansi yang dilakukan 
pada awal Tahun Anggaran. 

b) Funqsi dan Prosedur Tuqas 
• Akuntansi SK.PD 

Prosedur Pembalik 
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Transaksi Dokumen Rekening De bet Kredit 
Pembentu Bukti Ekuitas Xxx 
kan SAL Memorial SAL awal Xxx 
Awal 

• Pembalik SAL Awal 

Jurnal 
Umum 

Mencatat pada 
Jurnal 

Bukti Memorial 

Membuat Bukti 
Memorial 

Neraca 

Proses 
Penyusunan 

Neraca 

5. Hasil akhir dari proses 
ini adalah Jurnal Umum 

4. Mencatat Bukti 
Memorial yang sah 

3. Hasil dari proses ini 
adalah Bukti Memorial 

2. Menganalisa transaksi 
dan Membuat Bukti 
Memorial 

1. Menerima Neraca 

Uralan I Akuntansl SKPD 
Penutupan dan Pelaporan Akuntansi SKPD 

e) Bagan Alir 
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1) Menyerahkan SPJ Pengeluaran Fungsional 

L yang Sah kepada Verifikator PPKD 

-..L...--__ ----- 

Bendahara 
Pengeluaran 
SKPD 

1 

Prosedur Tugas Fungsi 

b) Fungsi dan Prosedur Tugas 
• Bendahara Pengeluaran SKPD 
• Bendahara Penerimaan SKPD 
• Verifikator PPKD 

SPJ Fungsional merupakan bentuk pertanggungjawaban 
bagi Bendahara Penerimaan maupun Bendahara 
Pengeluaran sebagai petugas fungsional PPKD di SKPD, 
dimana Bendahara setiap bulan paling lambat tanggal 
sepuluh bulan berikutnya harus : melaporkan seluruh 
transaksi yang ditanganinya kepada PPKD sebagai 
Bendahara Umum Daerah. Selain itu fungsi SPJ adalah 
sebagai alat kontrol sisa kas di Bendahara yang perlu 
diketahui oleh PPKD sebagai BUD, agar BUD mendapatkan 
pengakuan atas penenerimaan atau pengeluaran, dan sisa 
kas di Bendahara yang harus dipertanggungjawabkan oleh 
Bendahara dalam menjalankan fungsinya. 

a) Deskripsi 

Prosedur Penerimaan Pertanggungjawaban Fungsional SKPD 

Prosedur Penerimaan Pertanggungjawaban Fungsional 
SKPD dan Konsolidasi Laporan Keuangan 

Transaksi Dokumen Rekening Deb et Kredit 
Pembalik Bukti RK SKPD Xxx 
RK SKPD Memorial Ekuitas Xxx 

• Pembalik RK SKPD 
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c) Dokumen yang digunakan 
• SPJ Penerimaan Fungsional 
• Bukti Serah Terima Dokumen SPJ Fungsional 
• SPJ Pengeluaran Fungsiona 
• Laporan Posisi Kas Bulanan 

d) Catatan yang digunakan 
• Register SPJ Penerimaan Fungsional 
• Register SPJ Pengeluaran Fungsional 

Bendahara I 1) Menyerahkan SPJ Penerimaan Fungsional 
Penerimaan yang Sah kepada Verifikator PPKD 

SKPD +·-- -·-------------- Verifi.kator PPKD 1) Menerima SPJ Pengeluaran Fungsional 
I dari Bendahara Pengeluaran SKPD dan 

menandatangani Bu.kti Serah Terima SPJ 
Pengeluaran Fungsional, serta 
memberikan Tanq.a Validasi atas SPJ 
Pengeluaran yang :berlaku. Jika terdapat 

• pembatalah atas SPJ Pengeluaran 
Fungsional yang telah di validasi, maka 
atas SPJ Pengeluaran Fungsional yang 
dibatalkan tersebut, diberi.kan Status 
Batal setelab SPJ Pengeluaran Fungsional 
yang baru diterima. 

2) Mencatat penerimaan SPJ Pengeluaran 
Fungsional pada Register Penerimaan SPJ 
Pengeluaran Fungsional 

3) Menerima SPJ Penerimaan Fungsional 
dari Bendahara Penerimaan SKPD dan 
menandatangani Bukti Serah Terima SPJ 
Penerimaan Fungsional. . Jika terdapat 
pembatalah atas SPJ Penerimaan. 
Fungsional yang telah di validasi, maka 
atas SPJ Penerimaan Fungsional yang 
dibatalkan tersebut, diberikan Status 
Batal setelah SPJ Penerimaan Fungsional 
yang baru diterima. 

4) Mencatat penerimaan SPJ Penerimaan 
Fungsional pada Register Penerimaan SPJ 
Penerimaan Fungsional 

3 

2 
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Bukti Serah 
Terima SPJ 
Fungsional 

SPJ Pengeluaran 
Fungsional yang 

sah 

Membuat Bukti 
Serah Terima SPJ 

Fungsional 

SPJ 

Proses 
Penyusunan 

SPJ 
Pen,eluaran 

3. Hasil akhir dari proses 
ini adalah Bukti Serah 
Teri.ma SPJ Fungsional 
dan SPJ Pengeluaran 
Fungsional yang sah 

2. Membuat Bukti Serah 
Terima SPJ Fungsional 

1. Menerima SPJ 

Uraian I Bendahara Pengeluaran SKPD 
I 

Penerimaan Pertanggungfawaban Fungsional 

e) Bagan Alir 
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Bukti Serah 
Terima SPJ 
Fungsional 

SPJ Penerimaan 
Fungsional yang 

sah 

Membuat Bukti 
Serah Terima SPJ 

Fungsional 

SPJ 

Proses 
Penyusunan 

SPJ 
Penerlmaan 

3. Hasil akhir dari proses 
ini adalah Bukti Serah 
Terima SPJ Fungsional 
dan SPJ Penerimaan 
Fungsional yang sah 

2. Membuat Bukti Serah 
Terima SPJ Fungsional 

1. Menerima SPJ 

Uralan Bendahara Penerimaan SKPD 
Penerimaan Pertanggungjawaban Fungslonal 
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1. MenerimaBukti Serah 
Terima SPJ Fungsional 
dan SPJ Pengeluaran 
Fungsional yang sah 
dari Bendahara Bukti Serah SPJ Pengeluaran 
Pengeluaran SKPD Terima SPJ Fungsional yang 

Fungsional sah 
------.j 

2. Menandatanganani 
Bukti Serah Terima SPJ 
Fungsional dan Menandatanganl 

Bukti Serah Memberikan memberikan tanda Terima SPJ tanda validasi 
Validasi pada SPJ Fungsional 

3. Hasil dari proses ini 
adalah Bukti Serah Bukti Serah 

SPJ Pengeluaran Terima SPJ Fungsional Terima SPJ 
Fungsional ttd Fungsional valid 

yang telah 
ditandatangani dan SPJ ----..... 
Pengeluaran Fungsional 
yang sudah divalidasi 

Mencatat 
4. Mencatatpenerimaan penerimaan SPJ 

Pengeluaran SPJ Pengeluaran I Fungsional 
Fungsional I_ 

5. Hasil akhir dari proses I Register 
ini adalah Register Penerimaan SPJ 

Penerimaan SPJ I Pengeluaran 
Fungsional 

Pengeluaran Fungsional 

Penerlmaan Pertanggungjawaban Fungsional ~~~~~ ·~~~. ·~~- 
Uraian Verlfikator 
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Konsolidasi Laporan Keuangan oleh PPKD dilaksanakan 
dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah 

a) Deskripsi 

Prosedur Konsolidasi Laporan Keuangan 

Register 
Penerimaan SPJ 

Penerimaan 
Fungslonal 

Mencatat 
penerimaan SPJ 

Penerimaan 
Fungslonal 

SPJ Penerimaan 
Fungsional valid 

Memberlkan 
tanda validasi 

Bukti Serah 
Terima SPJ 

Fungsional ttd 

Menandatangani 
Bukti Serah 
Terima SPJ 
Fungsional 

SPJ Penerimaan 
Fungsional yang 

sah 

Bukti Serah 
Terima SPJ 
Fungsional 

1. Menerima Bukti Serah 
Terima SPJ Fungsional 
dan SPJ Penerimaan 
Fungsional yang sah 
dari Bendahara 
Pengeluaran SKPD 

2. Menandatanganani 
Bukti Serah Terima SPJ 
Fungsional dan 
memberikan tanda 
Validasi pada SPJ 

3. Hasil dari proses ini 
adalah Bukti Serah 
Terima SPJ Fungsional 
yang telah 
ditandatangani dan SPJ 
Penerimaan Fungsional 
yang sudah divalidasi 

4. Mencatat penerimaan 
SPJ Penerimaan 
Fungsional 

5. Hasil akhir dari proses 
ini adalah Register 
Penerimaan SPJ 
Penerimaa n Fungsional 

Uraian ---1- Ve.rifikator 

I k~) 

Penerimaan Pertanggungjawaban Fungsional 
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c) Dokumen yang digunakan 
• LRA SKPD 
• LO SKPD 
• Laporan Perubahan Ekuitas SKPD 
• Neraca SKPD 
• Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 

d) Catatan yang digunakan 
• Register Penerimaan Laporan Keuangan SKPD 
• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: 

• LRA 
• LO 
• Laporan Perubahan SAL 
• Laporan Perubahan Ekuitas 
• Laporan Arus Kas 
• Neraca ; 
• Catatan Atas Laporan keuangan 

2 

Akuntansi SKPD 1) Membuat Laporan Keuangan 
2) Menyerahkan Laporan Keuangan SKPD 

--1------ --~ryada PPKD ----------- 
Akuntansi PP 1) Menerima Laporan keuangan dari SKPD 

I danPPKD 

J_ 1 2) Melakukan Konsolidasi dan membuat 
Bukti Memorial 

3) Mencatat ke Jumal 
-----~ 4) Membuat Laporan Keungan Konsolidasi 

1 

b) Fungsi dan Prosedur Tug as 
• Akuntansi SKPD 
• Auntansi PPKD 

Daerah sebagai Entitas Pelaporan dalam Kerangka 
Peraturan Keuangan Negara. Tanggungjawab PPKD atas isi 
Laporan Pemda adalah terbatas pada Rekapitulasi Laporan 
Keuangan dari seluruh SKPD. Sedangkan tanggungj awab 
atas Laporan Keuangan dari SKPD sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab Pengguna Anggaran atau Kepala SKPD 
masing-rnasing pada Entitas Akuntansi SKPD. 

Prosedur Tugas Fungsi No\ 
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Laporan 
Konsolidasi 

Terdiri dari LO, 
LRAPemda, 

LAI<, LPE, Lap. 
Perubahan SAL, 
Neraca, CALK 

Membuat 
Laporan 

Keuangan 
Konsolidasi 

Buku Besar 

Mencatat ke 
Jurnal 

Bukti Memorial 

Konsolidasi Buat 
Bukti Memorial 

2. Melakukan 
Konsolidasi 
dan buat 
Bukti 
Memorial 

3. Hasil dari 
proses ini 
adalah 
Bukti 
Memorial 

4. Mencatat ke 
Jurnal 

5. Hasil dari 
proses ini 
adalah 
Jurnal 
Konsolidasi 
dan Buku 
Besar 

6. Membuat 
Laporan 
Keuangan 
Konsolidasi 

7. Hasil a.khir 
dari proses 
ini adalah 
La po ran 
Konsolidasi 

Proses Proses Proses Proses 
penyusunan penyusur.an penyusunan penyusunan 

Laporan Laporan Laporan laporan 
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan 

PPKD SKPD 1 SKPD2 SKPDn 

1. MenerimaL 
ap.Keu dari ruv, LRA LRA 

SKPD dan Ner.ca 

PPKD LPE 
CALK CALK CALK CALK 

Konsolidasi Laporan Keuangan -~~~~- -~~~~~~~~- 
Uraian Akuntansi PPKD 

e) Bagan Alir 
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Laporan Trlwulan 2. Hasil akhir dari proses 
rm adalah Laporan 
Triwulan 

1. PPK BLUD menyusuna 
Laporan Triwulan 

Menyusun 
Laporan Triwulan 

Uralan Prosedur I PPK BLUD 
Penatausahaan Pertanggungjawaban Dana BLUD 

c) Dokumen yang digunakan 
• Laporan Triwulan 

d) Catatan yang digunakan 
• SPM PJ 
• SP2D 
• Bukti Memorial 
• Jurnal 

e} Bagan Alir 

N-o~~-Fu~ngsl '~~~~~P_r_o_s_e_d_u_r~T_u_g_a_•~--~~~~~ 
1. PPK BLUD~. Menyusun Laporan Triwulan 

~~~--~~~~~~--.-~~~~~~~~~ 
2. Akuntansi I 1. Menyusun SPM Pertanggungjawaban 

PPKD 2. Menyusun SP2D Pengesahan 
3. Membuat Bukti Memorial dan Jurnal 

Penatausahaan Pertanggungjawaban Dana BLUD 
a) Deskripsi 

Penatausahaan Pertanggungjawaban Dana BLUD 
merupakan pengakuan pendapatan dan belanja yang 
didanai dari Dana BLUD baik murni dana BLUD 
maupun berupa hibah pihak ketiga kepada BLUD. 

b) Funqsi dan Prosedur Tuqas 
• PPK BLUD 
• Akuntansi SKPD 



Pemerintah Kab.ipaten nves» Jambl 

Register STS 
Pertanggungjawaban 

Dana BLUD 

Register SP20 
Pertanggungjawaban 

Dana BLUD 

5. Hasil dari proses ini 
adalah Register 
SP2D 
Pert.anggungjawaba 
n BLUD dan 
Register STS 
Pert.angungjawaban 
Dana BLUD 

Mencatat register SP20 
Pertanggungjawaban dana 

BLUO dan register STS 
Pertanggungjawaban Dana 

BLUD 

I 
4. Mencatat register I 

SP2D dan STS \ 
Pertanggungjawaba 
nDanaBLUD I 

STS 
Pertanggungjawabaan 

dlterima PPKD 
~'sJDlserahkan 

LkeSKPD 

SP2D 
Pertanggungjawaban 

Dana BLUD 

Menyusun SP2D 
Pertanggungjawaban Dana 
BLUD dan membuat tanda 

terlma STS 
Pertanggungjawaban Dana 

BLUD 

= Dana BLUD 

»: , --- 

2. 

SPM 
PertanggungjawabaN 

Dana BI.UD 

I 
! 

PPKD Menyusun i 
SP2D I 
Pert.anggungjawaba I 
n Dana BLUD dan I 
membuat tanda I 
terima STS 
Pertanggungjawaba I 
nDanaBLUD I 

I 
I 

Hasil dari proses ini 1 
adalah Dokumen I 
SP2D I 
Pertanggungjawaba 

I n BLUD yang sah 
dan STS I 
Pert.anggungjawaba 
n Dana BLUD yang 
sudah diterima 
PPKD 

3. 

1. PPKD menerima 
dokumen SPM dan 
STS 

Proses Pengajuan SPM 
dan STS 

Pertanggungjawaban 
Dana BLUD 

Pertanggungjawaba 
nDanaBLUD 

Uraian Prosedur I ~PKD 
Penatausahaan Pertanggungjawaban Dana BLUD 



• . 

Hal 59 

ERLINA S. 
Pembina Tk.I 

NIP.l96806281994032010. 

dto 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

BURHANUDDIN MAHIR 

dto 

BUPATI MUARO J.fuviBI, 

Transaksi Dokumen Rekening Deb et Kredit 
Pengakuan Bukti Memorial Kas PPK BLUD .... Xxx 
Pendapatan Belanja .... Xxx 
dan Belanja Pendapatan ... Xxx 
dad dana 
BLUD - 

f) Jumal Stander 


